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INSTRUKSI GUBERNUR LAMFPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA KRITERIA
LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus
[hsease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

Untuk
KESATU

KEDUA

KETIGA

Walikota Bandar Lampung

Khusus Kota Bandar Lampung ditetapkan sesuai kntena

level situasi pandemi berdasarkan assesmen vaitu dengan

kriteria level 4 (empat);

: Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu berpedoman pada Indikator Penyesuaian
Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Dalam
Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan.

: PFEM Level 4 (empat] pada Kota Bandar Lampung

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan
dengan menerapkan keglatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan  kegiatan belajar mengajar  (Sekolah,
Perguruan Tinggl, Akademi, Tempat
Pendidikan /Pelatihan) dilakukan secara danng/online;

b. pelaksanaan |kegiatan pada sektor non esensial
diberlakukan 100% (seratur persen) Work From Home

(WFHj;
¢. pelaksanaan kegiatan pada sektor;
1. esensial seperti :

a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi,
bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga
pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan
fisik dengan pelanggan jcustomerj;

b) pasar modal {yang berorientasi pada pelayanan
dengan pelanggan [eustomer) dan beralannya
operasional pasar modal secara baik);

€] teknologi informasi dan komunikasi meliputs
operator seluler, data center, internet, pos, media
terkait dengan penyebaran informasi kepada
masyarakal,

d] perhotelan non penanganan karantina; dan
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e} industri orientasi ekspor dan industn penunjang
ekspor, dimana pihak perusahaan  harus
menunjukkan bulkti contoh dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB] selama 12
{dua belas] bulan terakhir atau dokumen lain yang
menunjukkan rencana ekspor dan wajib memililai
lzin Operasional dan Mobilitas Kegiatan [Industri
(IOMKI),

dapat beroperas: dengan ketentuan:

1} untuk huruf a} dapat beroperasi dengan kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen) stal untuk
lokasi vang berkaitan dengan pelayanan kepada
masvarakat, serta 25% (dua puluh lima persen)
untuk pelayanan administrasi perkantoran guna
mendukung operasional;

2} untuk huruf b) sampai huruf d) dapat beroperasi
dengan kapasitas masimal 50% (lima puluh persen)
stafl; dan

3juntuk huruf e dapat beroperasi dengan
pemberlakuan shift maksimal 50% (lima puluh
persen] dari total pekerja dalam 1 (sawu) shift di
fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh
persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran
guna mendukung operasional dengan menerapkan
pengaturan masuk dan pulang serta makan
karvawan tidak bersalaman,

. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan

pelayanan  publik yang tidak bisa ditunda

pelaksanaannyva diberlakukan 25% (dua puluh lima

persen] maksimal stafl Work From Home (WFO)

dengan protokol kesehatan secara ketat;

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban masyarakat;

€] penanganan bencana;

d) energi;

e} logistik, transportasi dan distribusi terutama
untuk kebutuhan pokok masyarakat;

fi makanan dan minuman serta penunjangnya,
termasuk untuk temak /hewan peliharaan;

gl pupuk dan petrokimma;

h] semen dan bahan bangunan;

i} obyek vital nasional;

Jl proyek strategis nasional,

k] konstruksi; dan

I} utilitis dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)|,
dapat beroperasi dengan ketentuan:

1) untuk huruf a) dan huruf b dapat beroperasi
100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
dan
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2) untuk huruf ¢] sampai dengan huruf I} dapat
heroperasi 100% [(seratus persen) maksimal staf,
hanya pada fasilitas produksi/kostrulksi/pelayanan
kepada masyarakat dan untuk pelayanan
administrasi perkantoran guna mendukung
operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua
puluh lima persen) staf.

4. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko
kelontong, agen/outlet voucher, babershop/pangkas
rambut, laundry, pedagang asongan, pasar batik,
benghkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang
sejenis diiginkan buka dengan protokol kesehatan
ketat, memakai masker, mencuci  tangan,
handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh
Pemerintah Kota Bandar Lampung;

5. untuk supermarket, dan pasar swalayan yang
menjual kebutuhan sehari-hari  dibatasi jam
operagional sampai pukul 2000 WIB dengan
kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan

6. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24
(dua puluh empat| jam,

d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat
umum :

1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak
jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan
protokol kesehatan ketat, memakal masker, mencuci
tangan, handsanifizer, yang pengaturan teknisnya
diatur oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;

2. rumah makan dan kafe dengan skala kecil vang
berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan
ditempat,/ dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh
lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/
delivery/take away dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat;

3. restoran rumah makan, kafe dengan skala sedang
dan besar baik yang berada pada lokasi tersendin
maupun yang berlokasi pada pusat
perbelanjaan /mall hanya menerima delivery/take
away dan tidak menerima makan ditempat/ dine in,

&, kegiatan pada pusat perbelanjaan / mallf pusat
perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk
restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat
diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada
huruf ¢. 5 dan huruf d;

. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur
publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi
100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol
kesehatan secara lebih ketat;

g tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara
dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan
sebagal tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan
peribadatan / keagamaan berjamaah dan
mengoptimalkan pelaksanaan ibadah dirumah;
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h. fasilitar umum [area publik, taman umum, tempat
wigata umum dan area publik lainnya) ditutup
REMentara;

i. kegiatan seni, budava dan sosial kemasyarakatan (lokasi
seni, budaya dan kegatan sosial vang dapat
menimbulkan keramaian dan kerumunan] ditutup
SEMEentara;

j- kegiatan olahraga / pertandingan olahraga
diperbolehkan, antara lain:
1. diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton
atau supporter dengan penerapan protokol kesshatan
vang ketat; dan

2. olahraga mandiri/individual dengan penerapan
protokol kesehatan vang ketat,

k. transpertasi umum (kendaraan umum, angkutan masal,
taksi (konvensional dan online) dan kendaraan
sewa /rental] diberlakukan dengan pengaturan kapasitas
maksimal 70% [tujuh puluh persen) dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

. pelaksanaan resepsi pernikahan ditindakan;

m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil
pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh
(pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) hars:

1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinagi dosis
pertamal;

2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta
Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi,
sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3. ketentuan scbagaimana dimaksud pada angka 1) dan
angka 2] hanva berlaku untuk kedatangan dan
keberangkatan dari dan ke Wilayah vang ditetapkan
sehagai PPKM Level 4 (empat]; dan

4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi
barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki
kartu vaksin,

n. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat
melaksanakan kegiatan diluar rumah serta btdak
ditginkan penggunaan face shield tanpa menggunakan
masker.

: Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan

vaksin dari Kabupaten dan Kota vang kelebihan alokasi
vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi
vaksin.

: Walikota agar melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan

yang dapat menimbulkan kerumunan.

. Walikota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Hejaksaan

dalam mengoordinasikan dan mengawasi  pelaksanaan
FFPEM.
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Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan

dengan prinsip sebagai berikut:

a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup,
pertemuan  pertemuan panjang (lebih dari 15 menit),
interaksi  jarek dekat, keramaian, akfivitas dengan
bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa
dan tidak memakai masker seperti pada saat makan
bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah
protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan
setiap orang;

¢. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanilizer secara
berulang terutama setelah menyentuh benda yang
disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan
tangga), menventuh daerah wajah dengan tangan periu
dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi
penggunaan masker sebanyak 2 (dus) lapis merupakan
pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu digant setelah
digunakan (>4 (lebih dari empat) jam),

e, penierapan  protokol  kesehatan  dilakukan dengan
mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor
ventilasi udara untuk meminimalisir risike penularan
dalam beraktivitas;

. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya
dengan orang-orang yang tinggal serumah;

2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu
mengupayakan jarak minimal 2 {dua) meter dalam
herinteraksi dengan orang lain.
Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain
vang tidak tinggal serumah; dan

3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat
umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19;

g pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1.jika harus berinteraksi dengan orang lain ataw

menghadiri suat kegiatan, dilakukan dengan durasi
vang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnva,
penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk
mengurangl durasi interaksi,

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan
vang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam
ruangan; dan

2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki
ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela
dapat dilakukan untuk mengurangl risiko penularan.
Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka,
maka air purifier dengan High Efficency Particulate Air
(HEPA) filter dapat digunakan d: dalam ruangan,



=

i, dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas,
maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi
mobilitas masvarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j. penguatan 3T (festing, tracing, freatment] perlu terus
diterapkan:

1. testing perlu  ditingkatkan sesuai dengan tinglw.l:
positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai

berileut: S T
Positivity rate rate Jumlah tes (per 1000
mingguan penduduk per minggu) |
<5% . _—
>5%-<15% _5
>15%-<25% 10
>25% 15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target posifivity
rate <10% |sepuluh persen|; testing perlu terus
ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mercka yang
bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per
hari untuk Kota Bandar Lampung mengikuti tabel

sebagai berikut:
Target
Kota jumlah
tes  hari
| KOTA BANDAR LAMPUNG 2.333

2. tracing periu dilakukan sampai mencapai lebih dan
15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu
dilakukan pada yvang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa
(entry-tesf] dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil
pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika
hasil pemeriksaan negatifl maka perlu dilanjutkan
karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan
pemeriksaan kembali (exil-tesfi untuk melihat apakah
virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika
negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3. treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai
dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang,
berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit.
Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah
penularan,

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk
melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini
dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta
mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk
meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid)
mengingat kapasitas keschatan yang terbatas dan dampak
jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEDELAPAN : Walikota Bandar Lampung agar:

a. mempercepal proses penvaluran bantuan sosial serta
jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD,
apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk
penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta
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jaringan pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan

PPEM Level 4 lempat]) maka:

1. dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran
dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada
anggaran-anggaran  bantuan sosial  serta  janng
pengaman sosial;

2 tata cara rasonalisasi dan/atau realokasi kebutuhan
tambahan pendanaan wuntuk penganggaran dan
penyvaluran bantuan sosial/jaringan pengaman sosial
dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 {empat)
berpedoman pada Pasal 4 dan Fasal 5 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan pasal 3 sampai
dengan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor
3% Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yvang berasal dan
pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari AFBD.

Pendanaan untuk pelaksanaan PPEM Level 4 (empat) akibat
pandemi COVID-19 vang bersumber dan APBLY

a dalam pelaksanaan PPEM Level 4 ([empat) akibat pandemi
COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaraan yang belum tersedia anggarannya, vang
sclanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
AFBD,

b. pengeluaran dengan pembebanan langsung pada Belanja
Tidak Terduga (BTT);

c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah
melakukan penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan untuk mengutamakan penggunaan alokasi
anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubshan alokasi
anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia
melaui perubahan kepala daerah tentang APBD, dan
pemeritahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian
program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja
tidak terduga; dan

d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan
PPKM Level 4 (empat) akibat pandemi COVID-19 yang
bersumber dari AFBD berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020;

A dalam hal Walikota tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini,
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67
rampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan,
transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Ketipa huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf k tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur  dalam
Instruks: Gubernur ini, dikenalkan sanksi administratif
gampai dengan penutupan wussha sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

setiap orang dapat dikenakan sanksi bagl vang melakukan

pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit
menular berdasarkan:

1

. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai

%

dengan Pasal 218;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penvakit Menular;

3. Undang-Undang Nomeor & Tahunm 2018
Kekarantinaan Kesehatan; dan

4, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta

5. Ketentuan peraturan perundang-undangan
vang terkait.

sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021,

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Juli 2021

Menter Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bl di Jakarta:

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bl di Jakarta:
Menteri Dalam Negern BRI di Jakarts;

Menteri Kesehatan Rl di Jakarta;

Menteri Keuangan R di Jakarta;

Ketoa Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 di Joakarta;

KEepala Badan Masional Penanggpulangan Bencano R di Jakarta;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung

Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;

. Komando Resor Militer 043 GATAM di Bandar Lampung;

. Kepala Krjaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;

. Ketum Satuan Tugas Penanganan Cowvid- 19 di Telukbetung;

. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota se-Provinsi Lampung;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung,

lentang

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021



INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA KRITERIA
LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALEAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINEI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masvarakat Level 3, Level 2, dan Level
I Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat
Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019,
dengan imi menginstruksikan:

Kepada Walikota Metro;
Bupati Lampung Barat,
Bupati Lampung Selatan;
Bupati Lampung Tengah;
Bupati Lampung Timur;
Bupati Lampung Utara;
Bupati Mesuji;
Bupati Pesawaran;
Bupati Pesisir barat;
Bupati Pingsewu;
Bupati Tanggamus;
Bupati Tulang Bawang;

. Bupati Tulang Bawang Barat,
Bupati Way Kanan.

SECFTEEFR s An P

Untuk :

KESATU : menetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 (tiga) pada
Kabupaten /Kota di wilayahnya dengan memperhatikan level
kriteria pandemi berdasarkan assesmen,

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu berdasarkan assesmen oleh Kementerian
Kesehatan.

KETICA : Posko Tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan
adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko
Penanganan COVID-19 di tingkat Desa/ Tiyvuh/
Hampung/Pekon dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi,
yairu,
a. pencegahan;
b. penanganan;
. pembinaan; dan
d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 ditingkat

Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan,
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Dalam melaksanakan fungsi Posko tingkat
Desa /Tivuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan berkoordinasi
dengan Satgas COVID-19 tinghkat Kecamatan,
Kabupaten /Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TN},
dan Kepoligian Negara Republik Indonesia (POLEI), dan
disampaikan kepada  Satgas COVID-19  Nasional,
Kementerian Kesehatan dan Kementenan Dalam Negeri.

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tinghkat
Desa /Tiyuh /Kampung/Pekon  dan  Kelurahan dibebankan
pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai
dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

a kebutuhan di  tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon
dibebankan pada Dana Desa/Tiyvuh/Kampung/Pekon dan
dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa [ Tivuh/Kampung/ Pekon);

b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  [AFBD)
Kabupaten /Kota;

c. kebutuhan tericait Balinea /Bhabinkamtibmas
dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;

d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan
treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian
Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, APBD Provinsi/ Kabupaten /Kota; dan

e, kebutuhan terkait dengan bantuan lkebutuban hidup
dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan
Logistik  (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian

Soslal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan
gerta APBD Provinsi/ Kabupaten f Kota.

: Pengaturan wuntuk wilayah yang ditetapkan sebagai

assesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan
sehagai berikur:

a pelaksanaan kegiatan  belajar mengajar  [Sekolah,
Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat
Pendidikan [ Pelatihan) dilakukan secara daring/ online;

b. pelaksanaan kegiatan di  tempat kerja/perkantoran
diberlakukan 75% [tujuh puluh lima persen] WFH dan
25% (dua puluh lima persen) WFOD dengan penerapan
protoliol keschatan secara lebih ketat;

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti,
kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi,
komunikasi dan teknologi informasi, keuangan,
perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik,
perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan
dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri
yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek
tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari
yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat
{pasar, toko, swalayan dan supermarket)
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baik yvang berada pada lokasi tersendin maupun yang
berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat
beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam
operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong,
agen/outlet  voucher,  barbershop/pangkas  rambut,
laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar
burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil,
cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan
buka dengan proiokol kesehatan ketat, memakai masker,
mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan
teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat
WML :

1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak
jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dfmgan
protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci
tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya
diatur oleh Pemerintah Daerah;

2., rumah mekan dan kafe dengan skala kecil vang
berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan
ditempat/ dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh
lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/
delivery/take away dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat;

3. restoran rumah makan, kafe dengan skala sedang
dan besar baik vang berada pada lokasi tersendiri
maupun yang berlaloas pada pusat
perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take
away dan tidak menerima makan ditempat/ dine in.

pelaksanaan keg;.atﬁn pada pusat perbelanjaan;/mall/
pusat pe :

l. pembatasan jam operasional sempal dengan Pulkul
17.00 waktu sctempat; dan

2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua
puluh lima persen] dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat.

pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan

lokasi proyek] beroperasi 100% (seratus persen) dengan
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,

. tempat ibadah [Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan
Klenteng serta tempat lainnya vang difungsikan sebagai
tempat ibadah) dapat mengadakan peribadatan/
keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas
maksimal 25% (dua puluh lima persen] dan
mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan
memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian
Agama;

pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum,
taman umum, tempat wisata umum atau area publik
lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan
wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan
penetapan Pemerintah Daerah setempat;
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4.

pelaksanaan  kegiatan seni, budaya dan  sosial
kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang
dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup
untuk sementara wakiu, sampai dengan wilayah
dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan
Pemerintah Daerah setempat;

k. kegiatan olahraga /pertandingan olahraga dapat

dilakeanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau

supporter dengan penerapan protokel kesehatan vang
ketat;

untuk kegiatan resepsi  pernikahan  dan  hajatan
[kemasyarakatan| paling banyak 25% [dua puluh lima
persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan
ditermpat;

m. pelaksanaan kepiatan rapat, seminar dan pertemuan

luring (lokasl rapat/seminar/pertermuan di tempat umum
yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)
ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah
dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan
Pemerintah Daerah setempat;

n. trangportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal,

taksi (konvensional dan onling dan kendaraan
sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas
maksimal 70% (twjuh puluh persen) dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

o. pelaku pegalanan domestik yang menggunakan mobil

pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh

{pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1. menunjukkan kartu vaksin [minimal vaksnasi dosis
pertamay);

2. menunjukkan PCE H-2 untuk pesawat udara serta
Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi,
sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan
keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan
scbagai PPKM Level 3 (tiga); dan

4, untuk sopir kendaraan logistik dam transportasi
barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki
kartu vaksin,

p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat

melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan
penggunaan face shield tanpa menggunakan masker,

Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan
vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi

vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi
vaksin,

Bupati dan Walikota agar melarang setiap bentuk aktivitas/
kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
Bupati dan Walikota berkoordinasi dan  berkolaborasi

dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam pelaksanaan PPKM
Level 3 (tiga) COVID-19.
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Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan

dengan prinsip sebagai berikut:

a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup,
pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit),
interaksi jarak dekat, keramaian, akbwvitas dengan
bernapas kual misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa
dan tidak memakai masker seperti pada saat makan
bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah
protokel kesshatan paling minimal vang harus diterapkan
setiap orang.:

c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanifizer sccara
berulang terutama setelah menyentuh benda yang
disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan
tangga), menventuh daerah wajah dengan tangan perlu
dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindung
penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan
pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah
dipunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan  protokel  kesehatan  dilakukan  dengan
mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor
ventilasi udara untuk meminimalisir risikoe penularan
dalam beraktivitas;

. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanva
dengan orang-orang vang tinggal serumah;

2.jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu
mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam
bm'ﬁ]tﬂrﬂkﬂi dﬂngﬂn Orang lain.
Mengurang /menghindari kontak dengan orang lain
yvang tidak tinggal serumah; dan

3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat
umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19:

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1.jika harus berinteraksi dengan orang lain atau
menghadini suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan: dan

2, dﬂ]"".m perkantoran dan situasi berkegiatan lainnva,
penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk
mengurang durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan
yang Jauh lebih rendah dibandingkan di dalam
ruangan; dan

2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki
ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela
dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.
Dalam kondisi pintu atau Jjendela tidak dapat dibuka,
maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air
(HEFPA] flter dapart digunakan di dalam ruangan,
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1. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas,
maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi
mobilitas masyvarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j. penguatan 3T (ftestng, fracng, treatmenf] perlu terus
diterapkan:

1. testing periu ditingkatkan sesuai dengan tingkat

pu.wm.-:ty rate mingguan, dengan ketentuan sebagai

Pusi:ﬁity rate rate Jumlah tes (per 1000
mingguan penduduk per minggu) |
= B 1
= 5%« 15% 3
>15%-<25% 10
*25% 15

Testing perlu terus d1t|ngkaﬂ-:an dengan target positivity
rate <10% [sepuluh persen); festing perlu terus
ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang
hergejela, dan juga kontak erat. Target orang dites per
hari untuk zetiap Kabupaten dan Kota mengikuti tabel

sebagai berikut;
NO.| KABUPATEN/ KOTA T“tﬁtfmhh |
1. | METREO 369
2. | LAMPUNG BARAT 659
3. | LAMPUNG SELATAN 2.208
4. | LAMPUNG TENGAH 2-'?3-9 =
5. | LAMPUNG TIMUR 2.274
. [ﬁMF[:JNG UTH.RH 1.332
7. | MESUJI 433
R. | PESAWARAMN a7l
0. | PESISIRE BARAT 337
10. | PRINGSEWU 871
11. | TANGGAMUS 1.307
12, | TULANG BAWANG a9
13, | TULANG BAWANG o
14. | WAY KANAN 983
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2. tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dar
15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa
|entry-tesf) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil
pemeriksaan positif maka periu dilakukan isolasi. Jika
hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan
karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan
pemeriksaan kembali (exit-tesf) untuk melihat apakah
virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika
negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3, treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai
dengan herat gejala. Hanya pasien bergejala sedang.
berat, dan kritis yang perlu dmawat di rumah sakit.
Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah
penularan.

k. upava percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk
melindungi sebanvak mungkin orang dan upava ini
dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta
mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk
meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid)
mengingat kapasitas keschatan yang terbatas dan dampak
jangka panjang dari infeksi COVID-19.

: Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon diketuai oleh

Kepala Desa/Tiyuh /Kampung/Pekon vang dalam
pelaksanaannya dibantu oleh Peranghkat
Diesa/Tiyuh/Kampung/Pekon, Lembaga Permasyarakatan
Desa (LKD|, Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya
dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang
dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan
kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat
Desa/Tivuh/Eampung/Pekon maupun Posko tingkat
Kelurshan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa,
Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

: Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Kabupaten dan

Kota sampai dengan Pemerintah Desa/ Tiyuh/ Kampung/
Pekon maupun kelurahan lebih menginsentifkan disiplin
protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan
[membagikan masker dan menggunakan masker yang baik
dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand
sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang
berpotensi menimbulkan penularan dan mengurang
mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem
dan manajemen fracing, perbaikan treatment termasuk
meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU,
maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah
vang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistnbusi pasien dan
tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-
masing.
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Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebikajan PPEM
Level 3 (tiga) dapat dilaksanakan melalui perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD] Tahun Anggaran
2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daersh ([DFRD}, untuk selanjuinya dianggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBED Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA] bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Kepada -

a. Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan
terintegerasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19
Masional untuk memberikan laporan kepada Menteri
Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai
berikut :

1. Pemberlakuan PPEM Level 3 (tiga);

2. Pembentukan Posko di tingkat Desa/Tivuh/Kampung/
Pekon dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran
COVID-19; dan

3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa/Tivuh/
Kampung/Pekon dan Kelurahan untuk pengendalian
penyebaran COVID-19

b. Bupati dan Walikota padsa daerah yang tidak termasuk
pemberlakuan  pengaturan pembatasan, tetap
memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan

hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan
COVID-19

a.dalam hal Bupati dan Walikota tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi
Gubernur ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 67 sampail dengan Pasal T8 Undang-Undang
MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b, untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan,
transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubemur ini,
dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan
usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagl yang melakukan
pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit
menular berdasarkan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai
dengan Fasal 218,

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyalkit Menular;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Keschatan; dan

4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta

5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
vang terkait.
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KEENAMBELAS : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021
sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Juli 2021

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;

Menter Koordinator Bidang Pohitk, Hukum dan Keamanan BRI di Jakarta;
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bl di Jakarta,
Menteri Dalam MNegeri RI di Jakarta,

Menteri Kesehatan Rl di Jakarta,

Menteri Keuangan Rl di Jakaria;

Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 di Jakarta;

Kepala Badan Nasionel Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;

Ketun Dewan Perealobsn Ra.Lqrnl: Doerah Provinsd I..pm]:un.g_ di Tclukh‘tl.l.ﬂg

10. Kepals Ezpalisian Daerah Lampung di Telukbebung

11. Komando Resor Militer 043 GATAM di Bandar Lampumng;

12. Kepals Hejaksaan Tingg Lampung di Telukbetung;

13, Eetua Sptuan Tugas Penanganan Covid-19 di Telukbetung;

14, Ketua Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
15. Kepala Biro Holoum Seloreteriat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung,

PRI .



